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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, taufik, dan 

hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan “Laporan Akhir Panwascam Kecamatan 

Karangpandan Pemilu 2024” ini. Penyusunan laporan akhir ini dilaksanakan 

untuk memenuhi salah satu kewajiban Panwascam di masa akhir jabatannya. 

Panwascam Karangpandan merupakan birokrasi/ lembaga organisasi yang 

dibentuk secara AdHoc untuk menangani pengawasan kegiatan kepemiluan di 

Kecamatan Karangpandan sebagai kepanjangan tangan Bawaslu Karanganyar. 

Oleh karenanya sesuai dengan tugas dan kewajiban yang sudah di atur dalam 

undang undang kepemiluan maka atas dasar itulah laporan hasil pengawasan 

tahun 2024 ini dibuat sebagai catatan kerja dan juga bahan evaluasi untuk 

meningkatkan kualitas pengawasan dikemudian hari. 

Berbagai hambatan, kendala, dan pengalaman di dalamnya menjadi suatu 

hal yang sangat berharga bagi kami sebagai bagian dari proses penyelesaian dalam 

laporan ini. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihaklah akhirnya laporan 

ini dapat selesai. Oleh karena itu, atas bantuan, bimbingan, dan arahan yang telah 

diberikan kepada kami, kami mengucapkan terimakasih. 

Kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari laporan ini 

karena adanya keterbatasan pada kami. Oleh karena itu, segala saran dan kritik 

yang bersifat membangun sangat kami harapkan dan laporan ini dapat memberi 

manfaat bagi semua yang membacanya. 

Karanganyar, 16 April 2024 

Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LANDASAN HUKUM 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang 

mengatur tentang tugas pokok penyelanggara pemilu yang di tegaskan lagi 

pada Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tugas pokok Pengawas Pemilu adalah 

mengkaji memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024, 

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mana memberikan tugas dan 

kewenangan kepada Bawaslu diantaranya menerima laporan hasil pengawasan 

penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota 

dan Panwas Kecamatan. 

 Selanjutnya disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan wajib menyampaikan laporan hasil 

pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodic 

dan/atau berdasarkan kebutuhan. Tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 telah 

memasuki akhir periode masa tugas, oleh sebab itu sesuai amanah 

sebagaimana ketentuan undang-undang, Jajaran Pengawas Pemilu wajib 

menyampaikan laporan akhir pengawasan kepada Bawaslu Provinsi dan 

Panwas Kabupaten/Kota. Adapun ketentuan laporan yang wajib disampaikan 

adalah sebagai berikut :  

1. Panwaslu Kecamatan yang melaksanakan tahapan Pengwasan Pemilihan 

umum DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD , Presiden 

dan Wakil Presiden tahun 2024. 

2. Panwas Kecamatan yang Tidak melaksanakan tahapan Pengawasan 

Pemilihan umum DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD 

, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. 

 

B. TUGAS DAN FUNGSI PANWASCAM 

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut sebagai 

Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu 
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Kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat 

kecamatan atau sebutan lainnya. 

Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang dan  bersifat 

adhoc artinya Panwascam sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung 

bersentuhan dengan penyelenggara dan peserta Pemilu yang bekerja di tingkat 

bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam 

Pengawasan tahapan Pemilu. 

Sesuai Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan bertugas: 

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap 

pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas: 

a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di 

wilayah kecamatan. 

b. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan 

mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. 

c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait. 

d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di 

wilayah kecamatan. 

e. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada 

Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas 

dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan 

tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan. 

f. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di 

wilayah kecamatan; dan 

g. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah 

kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. 

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamatan, yang terdiri atas: 

a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan 

daftar pemilih tetap. 

b. Pelaksanaan kampanye. 

c. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya. 
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d. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di 

TPS 

e. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat 

hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK. 

f. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkatkecamatan. 

g. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara daritingkat TPS sampai 

ke PPK; dan 

h. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan. 

3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan. 

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di 

wilayah kecamatan. 

5. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan, yang 

terdiri atas: 

a. Putusan DKPP. 

b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu. 

c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 

d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua 

pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; serta menyerahkan arsip tersebut kepada 

Bawaslu Kabupaten/kota setelah habis masa kerja adhocnya. 

7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

kecamatan. 

8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan. 

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Kemudian berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan berwenang: 

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai Pemilu; 

2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta 

merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-

pihak yang diaturdalam Undang-Undang ini; 

3. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu 

Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan 

terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan 

kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

4. Mengambil aIih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu 

Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu 

Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara 

akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

5. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam 

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah 

kecamatan; 

6. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta 

memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan 

memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota; 

7. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan 

masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan 

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sedangkan terkait Kewajiban Panwaslu Kecamatan diatur secara 

khusus dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum, meliputi: 

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas danwewenangnya. 
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2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. 

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu 

Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau 

berdasarkan kebutuhan. 

4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota 

berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang 

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat 

kecamatan, dan 

5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

C. PROFIL WILAYAH 

 

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kecamatan Karangpandan 

Kecamatan Karangpandan merupakan salah satu kecamatan dari 17 

kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota 

kabupaten 13 km arah timur, dengan ketinggian rata-rata 517 m di atas 

permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Karangpandan:  

Sebelah Utara : Kec. Ngargoyoso, Kec. Kerjo, Kec. Mojogedang  

Sebelah Selatan  : Kec. Matesih, Kec. Tawangmangu, Kec. Karanganyar  

Sebelah Barat  : Kec. Karanganyar, Kec. Mojogedang  
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Sebelah Timur  : Kec. Tawangmangu, Kec. Ngargoyoso  

Luas wilayah Kecamatan Karangpandan adalah 34,17 km2. Desa yang 

mempunyai luas terbesar yaitu Desa Tohkuning, 5,51 km2, kemudian Desa 

Bangsri, 4,17 km2, sedangkan yang terkecil yaitu Desa Harjosari, 2,09 km2.  

Dalam Pemilu tahun 2024 Kecamatan Karangpandan terdapat 148 TPS 

yang tersebar di 11 Desa. Dengan rincian sebagai berikut: 1) Desa Bangsri 15 

TPS; 2) Desa Dayu 10 TPS: 3) Desa Doplang 13 TPS; 4) Desa Gerdu 12 

TPS: 5) Desa Gondangmanis 9 TPS; 6) Desa Harjosari 12 TPS; 7) Desa 

Karang 15 TPS; 8) Desa Karangpandan 18 TPS; 9) Desa Ngemplak 15 TPS; 

10) Desa Salam 11 TPS dan, 11) Desa Tohkuning 18 TPS. 
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BAB II 

SDM DAN ORGANISASI 

  

A. PANWASLU KECAMATAN 

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa 

dan menilai proses Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan 

perundang undangan yang berlaku. Pengawasan Pemilu Bertujuan untuk 

Menegakkan Integritas penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan pemilu 

yang demokratis, serta memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung 

umum bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas sesuai dengan peraturan 

erundang undangan yang berlaku.  

Secara menyeluruh strategi pengawasan pemilu dilaksanakan dengan 

cara pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan penindakan terhadap 

dugaan pelanggaran. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

pemilihan umum yang berintregitas dan ber kredibilitas serta 

penyelenggaraan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, adil dan demokratis diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemilihan umum Pada ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 

dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan Pengawas Pemilihan Umum Desa dan Pengawas 

Pemilihan Umum Luar Negeri. Sedangkan pasal 90 Undang – Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Desa dan Pengawas 

Pemilihan Umum Luar Negeri di bentuk Paling Lambat satu bulan sebelum 

tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 

dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.  

Struktur Organisasi Panwascam 

Bawaslu merupakan induk organisasi Lembaga Pengawas Pemilu di 

seluruh Republik Indonesia, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2016 

tentang tata kerja dan pola hubungan badan pengawas pemilihan umum 

Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Pengawas 
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Pemilihan Umum Kecamatan merupakan paduan dan acuan dalam 

menyusun struktur organisasi pengawasan pemilu di setiap jenjang, Bawaslu 

telah menetapkan bentuk organisasi bawaslu provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan sedangkan bentuk oraganisasi dari 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan Terdiri dari :  

1. Ketua : 1 Orang  

2. Anggota : 2 Orang 

3. Kepala Sekretariat : 1 Orang  

4. Bendahara : 1 Orang  

5. Staff Pelaksana : 4 Orang (1 ASN dan 3 Non ASN) 

6. Staff Pembantu : 2 Orang (Pramubakti dan Satpam) 

7. Panwaslu Kelurahan/Desa : 11 Orang (1 orang setiap Desa)  

Sedangkan untuk mempermudah kelancaran dalam melaksanakan tugas 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan melakukan pembagian tugas sebagai 

berikut :  

1. Ketua Merangkap Anggota yang Menjabat Div. Sumber daya manusia 

yang bertugas sebagai poros organisasi yang mengatur regulasi, 

keanggota’an dan peninggkatan mutu serta kualitas anggota Pengawas 

Pemilu. 

2. Anggota yang menjabat Sebagai Div. Penangan Pelanggaran dan 

Penyelesaian Sengketa yang bertugas sebagai satuan lembaga dalam 

organisasi pengawas pemilu untuk menindak lanjuti setiap perkara dan 

temuan yang di duga memiliki unsur pelanggaran /sengketa dalam 

tahapan pemilu 2024. 

3. Anggota yang menjabat Sebagai Div. Pencegahan, Partisipasi 

Masyarakat, Hukum, dan Hubungan Lembaga yang memiliki bertugas 

sebagai koordinator dalam pelaksana’an pengawasan pemilu 2024 untuk 

mencegah adanya pelanggaran serta menjadi jembatan bagi Pengawas 

Pemilu Kecamatan untuk menjalin hubungan dengan lembaga terkait 

yang mendukung proses pengawasan Pemilu. 

4. Kesekretariatan yang bertugas membantu kelancaran tugas dan 

wewenang bawaslu Panwaslu Kecamatan kecamatan Karangpandan. 
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B.  PANWASLU KECAMATAN KARANGPANDAN 

Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan dimulai dengan sosialisasi 

yang dimulai pada tanggal 10 – 21 September 2022. Sedangkan 

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan pada 

tanggal 15 – 21 September 2022. 

Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota 

Panwaslu Kecamatan pada tanggal 21 – 27 September 2022. Penelitian 

kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan pada 

tanggal 28-30 September 2022. 

Adapun timeline rekrutmen Panwaslu Kecamatan dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1. Timeline Rekrutmen Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan 

Umum 2024 

No Tahapan Durasi Waktu 

1 Sosialisasi 10-21 September 2022 12 hari 

2 Pengumuman Pendaftaran Calon 

Anggota Panwaslu Kecamatan 

15-21 September 2022 7 hari 

3 Pendaftaran dan Penelitian Berkas 

Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu 

Kecamatan 

21-27 September 2022 7 hari 

4 Penelitian Kelengkapan Berkas 

pendaftaran Calon Anggota Panwaslu 

Kecamatan 

28-30 September 2022 3 hari 

5 Pengumuman Masa Perpanjangan 

Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu 

Kecamatan 

1 Oktober 2022 1 hari 

6 Perpanjangan masa Pendaftaran calon 

Anggota Panwaslu Kecamatan 

2-8 Oktober 2022 7 hari 

7 Penerimaan Berkas pendaftaran calon 

anggota Panwaslu Kecamatan 

2-8 Oktober 2022 7 hari 

8 Penelitian Berkas Administrasi 

Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu 

Kecamatan 

9-11 Oktober 2022 3 hari 
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9 Pengumuman hasil penelitian Berkas 

Administrasi Calon Anggota Panwaslu 

Kecamatan 

12 Oktober 2022 1 hari 

10 Tanggapan dan Masukan dari 

Masyarakat 

12-18 Oktober 2022 7 hari 

11 Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu 

Kecamatan 

14-16 Oktober 2022 3 hari 

12 Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon 

Anggota Panwaslu Kecamatan  

17 Oktober 2022 1 hari 

13 Pelaksanaan Tes Wawancara Calon 

Anggota Panwaslu Kecamatan 

18-22 Oktober 2022 5 hari 

14 Pleno Penetapan Calon Anggota 

Panwaslu Kecamatan 

23-24 Oktober 2022 2 hari 

15 Pengumuman Hasil Tes Wawancara 

Calon Anggota Panwaslu Kecamatan 

25 Oktober 2022 1 hari 

16 Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan 

Pembekalan Panwaslu Kecamatan 

26-28 Oktober 2022 2 hari 

17 Penyusunan Laporan Akhir  29-31 Oktober 2022 2 hari 

18 Penyerahan Laporan Akhir ke Bawaslu 

Provinsi 

1-3 November 2022 3 hari 

*) sumber dari Media Sosial Bawaslu Kabupaten Karanganyar 

 

Khusus untuk Kecamatan Karangpandan, pada saat proses rekrutmen 

Panawaslu Kecamatan jumlah pendaftar keseluruhan berjumlah 28 orang 

yang terdiri dari 12 pendaftar laki-laki dan 16 pendaftar perempuan. Dengan 

rincian tingkat pendidikan sebagai berikut: 

- Tingkat Pendidikan SMA sejumlah 7 orang 

- Tingkat Pendidikan D1 dan D2 sejumlah 8 orang 

- Tingkat pendidikan S1 sejumlah 13 orang 
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Sedangkan yang terpilih menjadi Komisioner Panwaslu Kecamatan 

sesuai dengan nomor SK 064/KP.01.00/K.JT-11/10/2022: 

1. Nama 

Tempat tanggal lahir 

Alamat 

Pendidikan terakhir 

Pekerjaan 

Jabatan Kelembagaan 

 

: 

: 

: 

: 

: 

:  

Candra Rustiana Kusumaningrum, SP 

Klaten, 01 Mei 1985 

Gedangan RT.02/04 Salam, Karangpandan 

S1 

Swasta 

Ketua/Kordiv SDMO 

2. Nama 

Tempat tanggal lahir 

Alamat 

Pendidikan terakhir 

Pekerjaan 

Jabatan Kelembagaan 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Riska Wijaya 

Kulon Progo, 25 Februari 1993 

Dimoro RT.02/01 Harjosari, Karangpandan 

S1 

Swasta 

Kordiv PP 

 

3. Nama 

Tempat tanggal lahir 

Alamat 

Pendidikan terakhir 

Pekerjaan 

Jabatan Kelembagaan 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Novi Adi Agung Wibowo 

Karanganyar, 09 November 1983 

Sawahan RT. 03/06 Karangpandan 

SMA 

Swasta 

Kordiv P2H2 

 

Pada tanggal 28 Oktober 2022 Panwaslu Kecamatan se Kabupaten 

Karanganyar terpilih dilantik di Hotel Taman Sari Tasikmadu, yang melantik 

Ibu Nuning Ridwanita Priliastuti selaku Ketua Bawaslu Kabupaten 

Karanganyar. 

Kantor Panwaslu Kecamatan Karangpandan berada di Komplek Kantor 

Kecamatan Karangpandan yang beralamat di Jl. Solo Tawangmangu, 

Karangpandan Kode Pos 57791. 
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Adapun Jajaran Kesekretariatan adalah sebagai berikut: 

Kepala Sekretariat : Rony Haryono, S.Sos., M.M. 

PUMK : Dyah Paramita Damayanti, S.E., M.M. 

Tenaga Pendukung ASN : Kari Anggara 

Tenaga Pendukung Non ASN : Yeni Intan Kusuma Dewi, Cori Wahyudi, 

Gun Purno Utomo 

Security : Ichsan Alvianto 

Pramubakti : Sulastri 

 

Namun dikarenakan sesuatu hal terjadi beberapa pergantian antar waktu 

baik dari komisioner maupun dari jajaran sekretariat dan staff, yang 

menyebabkan beberapa pergantian pada kordiv untuk komisioner Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan, diantaranya: 

1) Candra Rustiana Kusumaningrum, SP mengundurkan diri, dikarenakan 

memilih pekerjaan di BPS. Kemudian digantikan oleh Ria Astiyaningsih 

selaku PAW yang dilantik pada tanggal 15 Mei 2023 di RM Jawa 

Dwipa Desa Karang Kecamatan Karangpandan, dengan SK 

Pengangkatan nomor 071/KP.01.00/K.JT-11/05/2023  

2) Yeni Intan Kusuma Dewi Selaku Staff mengundurkan diri dikarenakan 

ingin fokus dipekerjaannya sebagai tenaga pendidik di Sebuah SMK di 

Kabupaten Karanganyar. Yang kemudian diganti oleh Ichsan Alvianto 

yang sebelumnya sebagai security Panwaslu Kecamatan Karangpandan. 

Sedangkan posisi Security diisi oleh Hari Setyawan. 

 

Dari pergantian tersebut maka berubahlah struktur kelembagaan di 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan. Adapun perubahan struktur 

kelembagaan Panwaslu Kecamatan Karangpandan menjadi seperti berikut: 

Ketua/ Kordiv SDMO : Novi Adi Agung Wibowo 

Anggota/ Kordiv PP : Riska Wijaya 

Anggota/ Kordiv P2H2 : Ria Astiyaningsih 

Kepala Sekretariat : Rony Haryono, S.Sos., M.M. 

PUMK : Dyah Paramita Damayanti, S.E., M.M. 
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Tenaga Pendukung ASN : Kari Anggara 

Tenaga Pendukung Non ASN : 1. 

2. 

3. 

Cori Wahyudi 

Gun Purno Utomo 

Ichsan Alvianto 

Security : Hari Setyawan 

Pramubakti : Sulastri 

 

Namun ternyata perubahan struktur kelembagaan tidak berhenti sampai 

disini saja, karena ternyata untuk Kecamatan Karangpandan masih terdapat 

perubahan struktur kelembagaan dikarenakan adanya mutasi untuk pegawai 

ASN di Kabupaten Karanganyar. Khusus untuk Kecamatan Karangpandan 

terdapat 2 orang ASN di kesekertariatan yang harus pindah wilayah kerja, 

yaitu PUMK dan staf teknis ASN. PUMK yang awalnya Ibu Dyah Paramita 

digantikan oleh Bp. Anjar dan Staf teknis ASN yang awalnya Bp. Kari 

Anggara diganti oleh Bp. Edy Trisantoso, S.I.P., M.M namun ternyata 

perubahan harus kembali terjadi karena adanya mutasi untuk ASN di 

Kabupaten Karanganyar periode kedua. Kali ini yang dimutasi adalah Kasek 

Bp. Rony Haryono, S.Sos., M.M. (pindah ke Kecamatan Jaten) digantikan 

oleh Bp. Totok Haryanto, S.H dan PUMK Bp. Anjar Tri Putranto (pindah ke 

Dinas Koperasi) diganti oleh Bp. Edy Trisantoso, S.I.P., M.M sebagai 

PUMK Panwaslu Kecamatan Karangpandan. Bahkan ada PAW kedua 

ditubuh komisioner Panwaslu Kecamatan Karangpandan. Yang mana Ria 

Astiyaningsih mengundurkan diri dikarenakan diangkat menjadi P3K. Dan 

pada tanggal 7 Desember 2023 ganti oleh Rizqy Yuniar Amallia, sesuai 

dengan SK Pengangkatan No. 160/KP.01.00/K.JT-11/12 2023 dengan lokasi 

pelantikan di Hotel Permatasari Tasikmadu sehingga struktur kelembagaan 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan berubah seperti berikut: 

Ketua/ Kordiv SDMO : Novi Adi Agung Wibowo 

Anggota/ Kordiv PP : Riska Wijaya 

Anggota/ Kordiv P2H2 : Rizqy Yuniar Amallia 

Kepala Sekretariat : Totok Haryanto, S.H 

PUMK : Edy Trisantoso, S.I.P., M.M 
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Tenaga Pendukung ASN : Bambang Sri Rahayu 

Tenaga Pendukung Non ASN : 1. 

2. 

3. 

Cori Wahyudi 

Gun Purno Utomo 

Ichsan Alvianto 

Security : Hari Setyawan 

Pramubakti : Sulastri 

 

C. PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA 

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dilaksanakan menurut arahan dari 

Bawaslu seperti pada gambar dibawah ini 

  

Gambar 2.1 Timeline Rekrutmen PKD 
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Jumlah Kebutuhan PKD untuk Kecamatan Karangpandan adalah 11 PKD. 

Sedangkan jumlah pendaftar PKD di Kecamatan Karangpandan sebanyak 

Adapun pendaftar PKD di kecamatan Karangpandan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 2.2. Rekapitulasi Pendaftar Calon PKD di Kecamatan 

Karangpandan 

No 
Nama 

Kel/Desa 

Jumlah 

Pendaftar 

JK Pendidikan Terakhir 
Ket 

L P SMA Diploma S1 

1 Bangsri 4 2 2 0 0 4   

2 Dayu 3 1 2 1 1 1   

3 Doplang 3 2 1 2 0 1   

4 Gerdu 4 1 3 2 0 2   

5 Gondangmanis 2 1 1 1 1 0   

6 Harjosari 5 3 2 3 2 0   

7 Karang 4 1 3 0 0 4   

8 Karangpandan 4 2 2 3 0 1   

9 Ngemplak 4 2 2 2 0 2   

10 Salam 6 3 3 4 1 1   

11 Tohkuning 3 2 1 0 0 3   

 

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa Jumlah pendaftar PKD di 

Kecamatan Karangpandan sebanyak 42 pendaftar dengan rincian L = 20;    P 

= 22  dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut: 

- SMA : 18 pendaftar 

- D1/D2 : 5 pendaftar 

- S1 : 19 pendaftar 

Dalam proses seleksi administrasi ditemukan kejadian khusus sebagai 

berikut: Ada 3 orang yang tidak melengkapi berkas sampai batas perbaikan 

berkas pendaftaran yakni tanggal 22 Januari 2023, sehingga tidak memenuhi 

syarat administrasi. Namun, hal ini tidak mempengaruhi jumlah kuota 

pendaftar maupun afirmasi perempuan 30% disetiap desa. Dengan demikian 

dari 42 orang pendaftar yang lolos seleksi administrasi sebanyak 39 orang 

pendaftar. 

Palaksanaan Tes Wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2023 

di Resto Ndalem Haroem, Jl. Lawu-Ngemplak Desa Ngemplak Kecamatan 



16 

 

Karangpandan. Namun terdapat kejadian khusus yakni tidak semua 

pendaftar yang terdaftar lolos administrasi hadir pada tes wawancara. Dari 

39 orang peserta yang terdaftar lolos seleksi administrasi hadir pada tes 

wawancara sebanyak 31 orang dan yang tidak hadir sebanyak 8 orang. 

Dengan rincian Desa Bangsri 1 orang; Desa Salam 1 orang; Desa Karang 2 

orang; desa Gondangmanis 1 orang, Desa Dayu 1 orang; Desa Harjosari 1 

orang; dan Desa Tohkuning 1 orang. Dari 8 peserta yang tidak hadir, 6 orang 

menundurkan diri dan 2 orang tanpa memberikan konfirmasi. Tes 

wawancara berlangsung dari jam 09.00 s/d 17.00.  

Adapun PKD yang terpilih dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.3. PKD terpilih di Kecamatan Karangpandan 

No Desa Nama PKD Terpilih Agama 

1 Bangsri Mahardika Viki Dewangga Islam  

2 Dayu Suratman Islam 

3 Doplang Sulardi Islam 

4 Gerdu Erwan Febrianto Islam 

 5 Gondangmanis Hanif Dwi Suparyatmo Islam 

 6 Harjosari Edi Suyatno Islam 

 7 Karang Sigit Yogatama Islam 

 8 Karangpandan Oktavia Pebriawati Islam 

 9 Ngemplak Samsul Hadi Islam 

 10 Salam Sulistio Adi Putranto Islam 

 11 Tohkuning Ayung Wiratri, SH Kristen 

 

Setelah hasil wawancara ditentukan terjadi kejadian khusus yaitu PKD 

terpilih dari Desa Tohkuning mengundurkan diri dikarenakan penugasan dari 

Perusahaan ke Papua. Berdasar Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan No. 

007/RT.02/K.JT-11-10/02/2023 menetapkan bahwa Calon PKD Desa 

Tohkuning dengan No. Pendaftaran 40/POKJAPKD-10/01/2023 atas nama 

RIKI KUKUH PRASETYA dinyatakan sebagai PKD di Desa Tohkuning.  

Untuk nama-nama PKD terlantik dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2.4 PKD Terlantik di Kecamatan Karangpandan 

No Desa Nama PKD Terpilih Agama 

1 Bangsri Mahardika Viki Dewangga Islam  

2 Dayu Suratman Islam 

3 Doplang Sulardi Islam 

4 Gerdu Erwan Febrianto Islam 

 5 Gondangmanis Hanif Dwi Suparyatmo Islam 

 6 Harjosari Edi Suyatno Islam 

 7 Karang Sigit Yogatama Islam 

 8 Karangpandan Oktavia Pebriawati Islam 

 9 Ngemplak Samsul Hadi Islam 

 10 Salam Sulistio Adi Putranto Islam 

 11 Tohkuning Riki Kukuh Prasetya Islam 

 

PKD terpilih di Kecamatan Karangpandan terpilih dilantik oleh Ibu 

Candra Rustiana Kusumaningrum, SP., selaku Ketua Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan sesuai dengan SK Pengangkatan Nomor 010/KP.01.01/K.JT-

11-10/02/2023 Pelantikan PKD se Kecamatan Karangpandan dilaksanakan 

pada tanggal 6 Februari 2023 di Gedung Manteb Desa Karangpandan 

Kecamatan Karangpandan, yang dilanjutkan dengan Pembekalan. Pada 

Pelantikan dan Pembekalan PKD terpilih dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu 

Kabupaten Karanganyar Kordiv P2H2 Bp Handoko Budi Nugroho, S.T., 

M.M., Forkompicam, dan 11 (sebelas) Kepala Desa Se Kecamatan 

Karangpandan.  

Di Kecamatan Karangpandan terjadi 1 (satu) kali PAW yaitu di Desa 

Bangsri, PAW ini dilakukan karena PKD yang bersangkutan terlalu sibuk 

dengan pekerjaannya, saat dimintai klarifikasi tidak ada respon sama sekali, 

bahkan setelahan dilayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tetap 

tidak ada respon sama sekali. Pada proses PAW PKD ini Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan tetap berkonsultasi dengan Pimpinan Bawaslu 

Kabupaten Karanganyar, terkhusus kordiv SDMO yang saat itu dijabat oleh 

Bp. Soedarsono. Setelah dilayangkan SP sampai 3 kali dan tidak ada respon 
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sama sekali maka jajaran Komisioner Panwaslu Kecamatan Karangpandan 

melakukan rapat Pleno terkait proses PAW PKD Desa Bangsri, sesuai 

dengan BAP No.110/RT.02/K.JT-11-10/08/2023 diputuskan untuk 

melakukan PAW PKD Desa Bangsri. Dan pada tanggal 6 September 2023 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan melakukan Pelantikan PAW PKD Desa 

Bangsri dengan melantik Sdri. Nanik Tri Purwanti yang dilaksanakan di 

Aula Kecamatan Karangpandan dengan SK Pengangkatan Nomor 

113/KP.01.01/K.JT-11-10/09/2023 yang ditandatangani oleh Novi Adi 

Agung Wibowo selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Karangpandan. 

 

D. PEMBENTUKAN PTPS 

Jadwal pembentukan Pengawas TPS dalam Pemilu Serentak tahun 

2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.5 Jadwal Pembentukan Pengawas TPS  

NO TAHAPAN WAKTU INDO DURASI 

1. Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran 19 – 31 Desember 2023 12 hari 

2. Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1) 2-6 Januari 2024 5 hari 

3. Penelitian Kelengkapan berkas 

pendaftaran 

2-6 Januari 2024 5 hari 

4. Pengumuman Perpanjangan 7 Januari 2024 1 hari 

5. Penerimaan berkas pendaftaran di masa 

Perpanjangan (G2) 

7 – 8  Januari 2024 2 hari 

6. Penelitian berkas pendaftaran 

di masa perpanjangan 

7 – 8 Januari 2024 2 hari 

7. Pengumuman Lulus Administrasi 10 Januari 2024 1 hari 

8. Tanggapan /masukan masyarakat 10 - 21 januari 2023 12 hari 

9. Wawancara 2 – 17 Januari 2024 16 hari 

10. Penetapan dan Pengumuman Calon 

Terpilih Berdasarkan Hasil Tes 

Wawancara 

18 – 19 Januari 2024 2 hari 

11. Pergantian calon terpilih (jika ada 

setelah didahului klarifikasi II) 

19 – 21 Januari 2024 3 hari 

12. Pelantikan Pengawas TPS 22 Januari 2024 2 hari 

13. Perpanjangan rekrutment khusus TPS 

yang belum terisi Pengawas 

24 jan  – 7 Febr 2024 15 hari 

 

Pembentukan Pengawas TPS di Kecamatan Karangpandan diawali 

dengan Sosialisasi yang dimulai pada tanggal 19 – 31 Desember 2023 

melalui media sosial maupun ditempel pada kantor-kantor Desa Se 

Kecamatan Karangpandan. 
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Pada masa pendaftaran yaitu dari tanggal 2 – 6 Januari 2024 yang 

sudah melengkapi berkas-berkas pendaftaran dan dinyatakan lulus 

kelengkapan administrasi sejumlah 160 pendaftar dari jumlah kebutuhan 

sebanyak 148 pendaftar.  

Tabel 2.6. Rekapitulasi jumlah pendaftar PTPS 

No. Desa 
Jml 

TPS 

Jumlah Pendaftar 

L P Total 

1 Bangsri 15 13 7 20 

2 Dayu 10 8 2 10 

3 Doplang 13 8 5 13 

4 Gerdu 12 8 4 12 

5 Gondangmanis 9 6 4 10 

6 Harjosari 12 11 3 14 

7 Karang 15 8 9 17 

8 Karangpandan 18 12 7 19 

9 Ngemplak 15 5 9 14 

10 Salam 11 11 1 12 

11 Tohkuning 18 15 4 19 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui kejadian khusus yaitu bahwa masih 

ada 1 desa yang belum terpenuhi kebutuhan PTPSnya yaitu di Desa 

Ngemplak yaitu masih kekurangan 1 orang PTPS. Sesuai arahan dari 

Bawaslu Kabupaten dan sesuai dengan juknis yang telah ada maka setelah 

melakukan Rapat Pleno Komisioner Panwaslu Kecamatan Karangpandan 

memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran khusus untuk Desa 

Ngemplak. 

Setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran calon PTPS dari 

tanggal 7-8 Januari 2024 maka total pendaftar calon PTPS di Kecamatan 

Karangpandan berjumlah 164 pendaftar dari kebutuhan sejumlah 148 PTPS. 

Adapun rinciannya sebagai berikut di bawah ini: 
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Tabel 2.7. Rekap jumlah pendaftar setelah perpanjangan masa 

pendaftaran calon PTPS 

No. Desa 
Jml 

TPS 

Jumlah Pendaftar Masa Perpanjangan 

L P Total L P Total 

1 Bangsri 15 13 7 20   20 

2 Dayu 10 8 2 10   10 

3 Doplang 13 8 5 13   13 

4 Gerdu 12 8 4 12   12 

5 Gondangmanis 9 6 4 10   10 

6 Harjosari 12 11 3 14   14 

7 Karang 15 8 9 17   17 

8 Karangpandan 18 12 7 19   19 

9 Ngemplak 15 5 9 14 1 3 18 

10 Salam 11 11 1 12   12 

11 Tohkuning 18 15 4 19   19 

 

Setelah semua TPS di desa se Kecamatan Karangpandan memenuhi 

jumlah kebutuhan PTPS maka, sesuai jadwal yang telah ada Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan melaksanakan Proses Wawancara bagi Calon 

PTPS se Kecamatan Karangpandan.  

Pelaksanaan Tes Wawancara Calon PTPS dilaksanakan pada hari Senin 

- Selasa 15-16 Januari 2024.di RM Tlogo Pandan Desa Dayu Kecamatan 

Karangpandan. Setelah dilakukan tes wawancara maka dapat diperoleh 

rekapitulasi pendaftar dari tiap-tiap desa. Adapun rekapitulasinya 

sebagaimana di bawah ini: 

Tabel 2.8 Hasil Tes wawancara calon PTPS 

No. Desa 
Jml 

TPS 

Jumlah Pendaftar Ket 

L P Total MS TMS  

1 Bangsri 15 14 7 21 17 4 1: ASN,  

3: < 21 th 

2 Dayu 10 8 2 10 10   

3 Doplang 13 8 5 13 13   

4 Gerdu 12 8 4 12 12   

5 Gondangmanis 9 6 4 10 10   

6 Harjosari 12 11 3 14 12 2 1: istri KPPS,  

1: < 21 th 

7 Karang 15 8 9 17 16 1 < 21 th 

8 Karangpandan 18 12 7 19 19   

9 Ngemplak 15 6 12 18 15 3 2: suami/Istri KPPS 

1: < 21 th 

10 Salam 11 11 1 12 12   

11 Tohkuning 18 15 4 19 18 1 Suami KPPS 
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Dari tabel di atas terdapat kejadian khusus yakni tidak semua pendaftar 

yang terdaftar lolos administrasi hadir pada tes wawancara. Dari 164 pendaftar 

terdapat 11 orang yang tidak hadir dalam tes wawancara dengan alasan 7 

orang dinyatakan tidak lolos administrasi karena alasan:  

- Berstatus ASN yaitu Pendaftar dari Desa Bangsri 1 orang. 

- 6 orang pendaftar berusia dibawah 21 tahun saat Hari Pemungutan suara 

yaitu: 3 Orang pendaftar dari Desa Bangsri, 1 orang pendaftar, Desa 

Karang 1 orang Pendaftar, Desa Ngemplak 1 orang pendaftar. 

Sedangkan 4 orang pendaftar tidak menghadiri Tes wawancara dikarenakan 

mengundurkan diri karena suami/istrinya dilantik menjadi KPPS. Meskipun 

demikian dengan ketidakhadiran 11 pendaftar tersebut tidak mempengaruhi 

proses perekrutan PTPS karena dari jumlah kebutuhan 148 orang PTPS, masih 

terdapat 153 calon anggota PTPS yang diwawancara. 

Setelah tes wawancara selesai Panwaslu Kecamatan Karangpandan 

melakukan rapat Pleno untuk menentukan 148 PTPS terpilih. Rapat Pleno 

Penetapan PTPS terpilih dilakukan pada tanggal 17 Januari 2024. Sedangkan 

pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 18-19 Januari 2024. 

Dari BAP rapat pleno dengan nomor: 150/RT.02/K.JT-11-10/1/2024 

didapat nama-nama PTPS terpilih yang akan dilantik pada tanggal tanggal 22 

Januari 2023 bertempat di RM Bali Ndeso, Desa Puntukrejo Kecamatan 

Ngargoyoso. 

Adapun nama-nama PTPS terpilih terlampir pada lampiran laporan akhir 

ini. Proses pelantikan berjalan dengan lancar. Sedangkan kejadian khusus 

pada saat pelantikan yaitu tidak ada komisioner Bawaslu Kabupaten 

Karanganyar yang hadir, hal ini dikarenakan persamaan jam pelantikan PTPS 

di tiap Kecamatan. 

 

E. PEMBINAAN SDM 

Peningkatan kapasitas SDM jajaran Panwaslu perlu dilakukan. 

Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan 
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Karangpandan untuk meningkatkan Kapasitas SDM baik untuk PKD, PTPS, 

Maupun jajaran staff adalah sebagai berikut: 

1. PKD 

a. Rakor rutin setiap seminggu sekali pada hari Minggu Malam 

b. Bintek 

c. Pembuatan Quizz berhadiah buat PKD  

2. PTPS 

Pembinaan PTPS yang berbentuk Bintek hanya dilaksanakan sebanyak 3 

kali, hal ini tentu sangatlah kurang untuk mendukung kinerja PTPS di 

lapangan. Oleh karena itu, maka Panwaslu Kecamatsan menghadiri 

pertemuan PTPS yang diinisiasi oleh PKD tiap-tiap Desa. 

3. Jajaran Staff 

Pembinaan SDM untuk jajaran Staff dilakukan dengan cara diadakannya 

rakor rutin sesuai arahan dari Bawaslu Kabupaten, kegiatan rakor ini 

dilakukan pada hari Rabu setiap minggunya. 

 

F. PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASCAM 

Total Anggaran yang tersedia dari Januari Tahun 2023 sampai April 

tahun 2024 adalah Rp. 906.784.542 dan jumlah Anggaran yang sudah 

terserap oleh Panwaslu Kecmatan Karangpandan adalah Rp. 902.208.239. 

sedangkan untuk anggaran yang berbasis APBN: Tidak ada anggaran yang 

tidak berbasis dari APBN 

Capain yang sudah didapatkan oleh Panwaslu Kecamatan Karangpandan 

adalah Sebagai Juara 2 Iklan Layanan Masyarakat selaku media pencegahan 

pelanggaran dalam Pemilu Tahun 2024. 

Adapun Inovasi kerja yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan adalah Memberikan quiz dalam pertemuan antar PKD dan 

saat Pembekalan PTPS yang berguna untuk merefresh dan mengetes 

seberapa dalam pengetahuan mereka tentang tugas dan tanggung jawab 

dalam melaksanakan pengwasan Pemilu Tahun 2024. 
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BAB III 

KERJA PENCEGAHAN 

 

A. TAHAPAN VERFAK 

Pada tanggal 02 April 2023 Panwaslu Kecamatan Karangpandan, staff 

beserta PKD se- Kecamatan Karangpandan melakukan pengawasan terhadap 

verifikasi faktual dukungan/ keanggotaan Partai Prima calon peserta Pemilu 

Serentak tahun 2024. Tim verifikator dari jajaran PPS se-Kecamatan 

Karangpandan didampingi PPK Kecamatan Karangpandan, dan sebagai 

saksi perangkat desa di masing-masing desa.  

1. Pukul 08.00 WIB di desa Gondangmanis dilakukan verfak terhadap 1 

sampling atas nama: Eka Wulantika Pratiwi dengan alamat RT 02 RW 

01 Karangpandan Bangsri Desa Gondangmanis, nama dengan alamat 

tersebut tidak dapat ditemui karena bukan warga desa Gondangmanis.  

2. Pukul 09.00 WIB di desa Tohkuning dilakukan verfak terhadap 2 

sampling atas nama:  

a. Paryono dengan alamat RT 02 RW 02 Karangpandan Salam Desa 

Tohkuning, nama tersebut tidak dapat ditemui karena bukan warga 

desa Tohkuning.  

b.  Fajar Amien, ST dengan alamat RT 01 RW 11 Tohkuning, yang 

bersangkutan menyatakan bahwa dirinya bukan anggota dari partai 

Prima dan bersedia tandatangan di lembar kerja KPU  

3. Di desa Doplang terdapat 1 sampling atas nama Sahrul Rohmatdi 

dengan alamat RT 01 RW 11 Tohkuning Desa Doplang, nama dengan 

alamat tersebut tidak dapat ditemui karena bukan warga desa Doplang.  

4. Desa Karang terdapat 2 orang sampling:  

a. Meylina Putri Ayu S dengan alamat Tohkuning, nama dengan 

alamat tersebut tidak dapat ditemui karena bukan warga desa 

Karang.  

b.  Witanto dengan alamat Gerdu, nama dengan alamat tersebut tidak 

dapat ditemui karena bukan warga desa Karang.  
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5. Desa Karangpandan terdapat 3 sampling:  

a. Siti Maryati dengan alamat Ngemplak RT 01 RW 10 

Karangpandan, nama dan alamat tersebut tidak dapat ditemui 

karena bukan warga desa Karangpandan.  

b. Ngadimin dengan alamat Tohkuning RT 04 RW 03 Karangpandan, 

nama dengan alamat tersebut tidak dapat ditemui karena bukan 

warga desa Karangpandan.  

c.  Rendy Setiawan dengan alamat Tohkuning RT 01 RW 11 

Karangpandan, nama dengan alamat tersebut tidak dapat ditemui 

karena bukan warga desa Karangpandan.  

6. Desa Dayu terdapat 2 sampling:  

a. Abdullah Arrazzaq Anggana dengan alamat Karangpandan 

Tohkuning, tidak dapat ditemui karena nama dengan alamat 

tersebut bukan warga desa Dayu.  

b. Dewi Rusiyati dengan alamat Karangpandan Tohkuning, tidak 

dapat ditemui karena nama dengan alamat tersebut bukan warga 

desa Dayu.  

7. Desa Salam sampling atas nama Sukatmi yang beralamat RT 003 RW 

001 Karangpandan Gerdu, tidak dapat ditemui karena nama dengan 

alamat tersebut bukan warga desa Salam.  

8. Desa Harjosari dengan nama Ngatmin yang beralamat di Tanggalan 

Kulon RT 03 RW 06 Harjosari Karangpandan, yang bersangkutan 

menyatakan bukan anggota partai Prima dan bersedia tandatangan di 

lembar kerja KPU.  

9. Desa Ngemplak terdapat 3 orang sampling:  

a. Dadang Bagus Wibowo dengan alamat RT 01 RW 04 

Karangpandan, nama dengan alamat tersebut tidak dapat ditemui 

karena bukan warga desa Ngemplak.  

b. Wariyem dengan alamat Modinan RT 01 RW 06, tidak dapat 

ditemui karena bukan warga desa Ngemplak.  

c.  Puryanti dengan alamat Tohkuning, tidak dapat ditemui karena 

bukan warga desa Ngemplak. 
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10. Desa Gerdu terdapat 3 sampling:  

a. Suwarsi dengan alamat Ngemplak RT 01 RW 010 Karangpandan, 

tidak dapat ditemui karena nama dengan alamat tersebut bukan 

warga desa Gerdu.  

b. Giyono dengan alamat Tohkuning RT 04 RW 03 Karangpandan, 

tidak dapat ditemui karena nama dengan alamat tersebut bukan 

warga desa Gerdu.  

c. Yuyun Vorniati dengan alamat Tohkuning RT 04 RW 03 

Karangpandan, tidak dapat ditemui karena nama dengan alamat 

tersebut bukan warga desa Gerdu.  

11. Terakhir pada pukul 15.30 di desa Bangsri verfak dilakukan dengan 

jumlah sampling 1 orang atas nama Nur Muhammad dengan alamat 

Tohkuning RT 01 RW 03 Bangsri Karangpandan, nama dengan alamat 

tersebut tidak dapat ditemui karena bukan warga desa Bangsri.  

 

B. FORM F 

1. Pemutahiran DPTb dan DPK 

Guna melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran 

pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024, Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan mengirimkan surat imbauan kepada PPK 

Karangpandan pada tanggal 27 September 2023.  

Dalam rangka pencegahan dan pengawasan terhadap tahapan 

penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan menyampaikan imbauan sebagai berikut:  

a. Memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih 

yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan 

tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal.  

b. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah :  

1) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan 

suara;  

2) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga 

yang mendampingi;  
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3) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial 

atau panti rehabilitasi;  

4) menjalani rehabilitasi narkoba ;  

5) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, 

atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau 

kurungan;  

6) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi:  

7) pindah domisili;  

8) tertimpa bencana alam;  

9) bekerja di luar domisilinya dan/atau  

10) keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan.  

c. Memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan 

kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Karanganyar tempat asal atau 

tempat tujuan sebelum hari pemungutan suara, dengan cara 

menunjukkan KTP-el atau KK; dan melampirkan salinan formulir 

Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di 

TPS asal.  

d. Meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK; dan 

melakukan pengecekan data pada DPT di tempat asal.  

e. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPK, atau KPU 

Kabupaten Karanganyar mencatat dengan memberikan keterangan 

pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat 

keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat 

Pindah Memilih.  

f. DPT dan DPTb dapat dilengkapi dengan DPK. Pemilih yang terdaftar 

dalam DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih 

dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.dapat 

menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan 

menunjukkan KTP-el.  

g. Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera 

dalam KTP-el pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok 
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penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan 

dilaporkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. 

2. Form F Kampanye 

a. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan 

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, 

DPD. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Pemilu 2024  

Pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023, Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan melakukan pengawasan pada acara Senam Sehat 

Bersama Bp. Juliyatmono, M.M. Dikarenakan beliau mendaftarkan 

diri sebagai Calon Anggota DPR RI maka Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan merasa perlu untuk melakukan pengawasan, karena 

pada saat ini belum masuk pada tahapan Kampanye. Pada kegiatan ini 

dihadiri juga oleh Kepala Desa Se Kecamatan Karangpandan. Acara 

berlangsung dengan lancar, tanpa adanya indikasi pelanggaran.  

. Tindak Lanjut : 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan akan tetap melakukan 

kegiatan pengawasan pada acara-acara yang menghadirkan bakal calon 

anggota legislatif di sekitaran Kecamatan Karangpandan.  

b. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan 

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, 

DPD. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Pemilu 2024  

Pada hari Minggu, 06 Agustus 2023, Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan melakukan pengawasan pada acara Pengajian Akbar 

Bersama Bp. Juliyatmono, M.M. Dikarenakan beliau mendaftarkan 

diri sebagai Calon Anggota DPR RI maka Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan merasa perlu untuk melakukan pengawasan, karena 

pada saat ini belum masuk pada tahapan Kampanye. Pada kegiatan ini 

dihadiri juga oleh Kepala Desa Bangsri Kecamatan 

Karangpandan, dan jama'ah kurang lebih 200 orang. Acara 

berlangsung dengan lancar, tanpa adanya indikasi pelanggaran.  
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 Tindak Lanjut : 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan akan tetap melakukan 

kegiatan pengawasan pada acara-acara yang menghadirkan bakal 

calon anggota legislatif di sekitaran Kecamatan Karangpandan. 

c. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan 

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, 

DPD. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Pemilu 2024  

Pada hari Minggu, 13 Agustus 2023 Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan melakukan pengawasan pada acara jalan sehat 

menyambut HUT RI ke 78 yang diselenggarakan oleh warga Dusun 

Dengkeng Desa Tohkuning Kecamatan Karangpandan, acara tersebut 

menghadirkan salah satu bacaleg dari partai Golkar Bp. Suyanto. 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan mendapatkan laporan dari 

masyarakat, bahwa pada acara tersebut ada salah satu kendaraan yang 

dipasangi bendera partai Golkar. Maka Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan melakukan koordinasi agar bendera partai tersebut 

dapat dilepas, karena ini adalah acara dusun bukan acara dari partai. 

Setelah dilakukan komunikasi maka bendera yang terpasang pada 

mobil tersebut dilepas. Acara berlangsung dengan lancar, tanpa adanya 

indikasi pelanggaran. Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Camat 

Karangpandan dan Kepala Desa Tohkuning.  

Tindak Lanjut : 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan akan tetap melakukan 

kegiatan pengawasan pada acara-acara yang menghadirkan bakal calon 

anggota legislatif di sekitaran Kecamatan Karangpandan. 

d. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan 

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, 

DPD. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Pemilu 2024  

Guna melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran 

pada tahapan pendaftaran calon anggota legislatif, maka Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan merasa perlu untuk melakukan koordinasi 

dengan pihak terkait khususnya dengan Kanit Intelkam Polsek 
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Karangpandan. Selain untuk memetakan kerawanan yang akan terjadi, 

pada koordinasi ini juga untuk mengetahui seberapa banyak calon 

anggota legislatif yang berasal dari Kecamatan Karangpandan. Selama 

koordinasi berlangsung, Kanit Intelkam Polsek Karangpandan 

sangat berterima kasih dan antusias dengan terjalinnya komunikasi 

antara Panwaslu Kecamatan Karangpandan dan Polsek Karangpandan.  

Tindak Lanjut : 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan, akan tetap melaksanakan 

koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berada di Kecamatan 

Karangpandan. 

e. Untuk pencegahan adaya pemilih MS tercecer dari DPT  

Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan beserta staf dan PKD melakukan acara rutin 

Sosialisasi dan Patroli Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan pada acara 

Pertemuan PKK RW Klatak Desa Karangpandan. Pada acara tersebut 

dihadiri oleh kurang lebih 70 orang peserta. Pada acara tersebut 

dianjurkan agar ibu-ibu PKK RW Klatak, mengecek apakah 

sudah terdaftar pada DPT atau belum, dan menanyakan apakah ada 

dari anggota keluarganya yang belum terdaftar pada DPT, apabila ada 

maka dianjurkan untuk memberitahukan kepada PPS setempat atau ke 

PKD Desa setempat. Acara berjalan lancar.  

Tindak Lanjut : 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan akan melaksanakan acara 

Sosialisasi dan Patroli Kawal Hak Pilih secara rutin minimal sebulan 

sekali sesuai arahan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar. 

f. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan 

penyusunan DPTb dan DPK Pemilu 2024.  

Guna melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran 

pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024, Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan mengirimkan surat imbauan kepada PPK 

Karangpandan pada tanggal 27 September 2023.  
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Dalam rangka pencegahan dan pengawasan terhadap tahapan 

penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan menyampaikan imbauan sebagai berikut:  

1) Memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan 

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena 

keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih 

di TPS asal.  

2) Keadaan tertentu yang dimaksud adalah :  

a) menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan 

suara;  

b) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan 

keluarga yang mendampingi;  

c) penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti 

sosial atau panti rehabilitasi;  

d) menjalani rehabilitasi narkoba;  

e) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga 

pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani 

hukuman penjara atau kurungan;  

f) tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi:  

g) pindah domisili;  

h) tertimpa bencana alam;  

i) bekerja di luar domisilinya; dan/atau  

j) keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan.  

3) Memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan 

kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten Karanganyar tempat asal 

atau tempat tujuan sebelum hari pemungutan suara, dengan cara 

menunjukkan KTP-el atau KK; dan melampirkan salinan formulir 

Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di 

TPS asal.  

4) Meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK; 

dan melakukan pengecekan data pada DPT di tempat asal.  
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5) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPK, atau KPU 

Kabupaten Karanganyar mencatat dengan memberikan keterangan 

pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan 

surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-

Surat Pindah Memilih. 

6) DPT dan DPTb dapat dilengkapi dengan DPK. Pemilih yang 

terdaftar dalam DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar 

sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat 

sebagai Pemilih.dapat menggunakan hak pilihnya pada 

hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el.  

7) Pemilih dalam DPK didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang 

tertera dalam KTP-el pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh 

kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di 

TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar  

Tindak Lanjut :  

Setelah mendapatkan imbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan, PPK Karangpandan akan menindaklanjuti sarper dari 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan. 

g. Kampanye PSI di Terminal Karangpandan 

Pada hari Sabtu, 09 Desember 2023 pukul 08.00 Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan melakukan pengawasan terhadap 

rombongan peserta kegiatan HUT PSI yang berangkat dari terminal 

karangpandan. Rombongan tersebut berjumlah sekitar 20 orang dengan 

menggunakan 1 unit armada bus. Dan tidak terdeteksi adanya 

ASN ataupun perangkat desa yang terlibat. Acara berlangsung dengan 

lancar, tanpa adanya indikasi pelanggaran.  

Tindak Lanjut : 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan akan tetap melakukan 

kegiatan pengawasan pada acara-acara yang menghadirkan bakal calon 

anggota legislatif di sekitaran Kecamatan Karangpandan. 
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h. Pencegahan adanya unsur kampanye saat Kunjungan 

Kerja Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan di Harjosari 

Pada hari Jum'at, 15 Desember 2023 Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan, melakukan usaha pencegahan pelanggaran dengan 

berkomunikasi dengan penyelenggara dalam hal ini Kepala Desa 

Harjosari Kecamatan Karangpandan, agar saat melakukan sambutan 

Bp. Dolfi OPF, Bp. Sri Harjono dan Bp. Rober Cristanto tidak 

melakukan kampanye saat acara berlangsung.  

Tindak Lanjut: 

Setelah mendapatkan imbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan, Kepala Desa Harjosari menyatakan bahwa acara ini 

bukan acara Kampanye, dan murni acara 

i. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan di Desa 

Doplang 

Guna melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran 

pada tahapan Masa Kampanye 2024, Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan menyampaikan imbauan kepada Peserta Pemilu 2024 

untuk tidak menyertakan Pihak-pihak yang tidak boleh terlibat dalam 

kampanye. 

Tindak Lanjut :  

Setelah mendapatkan imbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan, peserta pemilu menyatakan bahwa tidak ada pihak 

yang dilarang terlibat kampanye yang di acara tersebut.  

j. Sosialisasi Tim Sukses Ganjar Pranowo. Menghimbau untuk tidak 

melakukan kegiatan Kampanye, karena kegiatan tidak ber STTP. 

Pada hari Minggu, 17 Desember 2023 Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan melakukan pencegahan pada acara pertemuan PKK RW 

Keprabon yang dihadiri oleh Tim Sukses Ganjar Pranowo. Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan menghimbau untuk tidak adanya unsur 

kampanye pada acara tersebut.  
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Tindak Lanjut :  

Setelah mendapatkan imbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan Tim Sukses mengikuti himbauan tersebut. 

k. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan 

Kampanye di Gedung Mantep Karangpandan 

Guna melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran 

pada tahapan Masa Kampanye 2024, Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan menyampaikan imbauan kepada penyelenggara 

kegiatan Kunjungan kerja Bp. Sri Harjono Anggota DPRD 

Kabupaten Karanganyar, yang mengundang Bp. Rober Cristanto, Bp. 

Dolfi OPF, dan Chasyta. 

Tindak Lanjut :  

Setelah mendapatkan imbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan, tidak ada kegiatan kampanye pada acara tersebut.  

l.  Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan 

Kampanye Rinto Subekti 

Pada hari Selasa, 20 Desember 2023 Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan melakukan tindakan pencegahan dengan menghimbau 

kepada pelaksana kegiatan agar pada tidak ada pihak yang dilarang 

terlibat kampanye, ikut serta pada kegiatan tersebut.  

Tindak Lanjut:  

Setelah mendapat himbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan penyelenggara menindak lanjuti himbauan dari 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan. Dengan tidak adanya pihak yang 

dilarang ikut dalam kampanye yang hadir.  

m. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan 

Kampanye di Gedung PKK Desa Doplang. 

Pada hari Minggu 24 Desember 2023 dari pukul 16.15 sampai 

dengan 17.00 WIB, Panwaslu Kecamatan Karangpandan melakukan 

tindakan pencegahan dengan menghimbau kepada pelaksana kegiatan 

agar tidak ada pihak yang dilarang terlibat kampanye, ikut serta pada 

kegiatan itu sesuai dengan PKPU nomor 15 Tahun 2023.  
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Tindak Lanjut:  

Setelah mendapat himbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan penyelenggara menindak lanjuti himbauan dari 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan, yakni dengan memastikan tidak 

adanya pihak yang dilarang ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan.  

n. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan 

Kampanye di Desa Tangkilan Bangsri 

Pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 pukul 19.30 sampai 

selesai. Panwaslu Kecamatan Karangpandan melakukan tindakan 

pencegahan dengan menghimbau kepada pelaksana kegiatan agar tidak 

ada pihak yang dilarang terlibat kampanye, ikut serta pada kegiatan itu 

sesuai dengan PKPU nomor 15 Tahun 2023.  

Tindak Lanjut:  

Setelah mendapat himbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan penyelenggara menindak lanjuti himbauan dari 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan, yakni dengan memastikan tidak 

adanya pihak yang dilarang ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan.  

o. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan Pemilu 

2024 Kampanye di Terminal Makuthoromo Karangpandan 

Pada hari hari Minggu, 21 Januari 2024 Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan melakukan upaya pencegahan pada acara penyebaran 

Bahan Kampanye yang dilakukan oleh Partai PKS. Upaya pencegahan 

yang dilakukan yaitu menghimbau kepada peserta penyebaran untuk 

tidak memasang stiker di lingkungan pasar.  

TindakLanjut:  

Setelah mendapat himbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan penyelenggara menindak lanjuti himbauan dari 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan. Dengan tidak memasang stiker di 

dalam area Pasar Karangpandan, terminal makhutoromo, dan Terminal 

Karangpandan 
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p. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan Pemilu 

2024 Kampanye di Sanggar Bima Desa Doplang Karangpandan 

1) Guna melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran 

pada tahapan Kampanye Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan memberikan himbauan kepada Panitia HUT PDIP 

Ke 51. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan terhadap 

tahapan masa Kampanye Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan menyampaikan imbauan sebagai berikut:  

a) Untuk Kepala Desa yang diundang pada pagelaran wauang 

kulit untuk tidak memberikan ajakan kepada masyarakat 

untuk memilih ke salah satu parpol, caleg maupun Paslon.  

b)  Pembuatan voucher untuk acara bazar beras murah.  

c) Untuk penukaran voucher sebaiknya tidak diwakilkan oleh 

anak yang belum memiliki E- KTP.  

Tindak Lanjut :  

Setelah mendapatkan imbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan, Penyelenggara Pemilu menindaklanjuti 

himbauan tersebut. 

q. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan Pemilu 2024 

Kampanye PKS di Terminal Makuthoromo Karangpandan 

Guna melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran 

pada tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024, Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan menyampaikan imbauan kepada pelaksana 

Kampanye Partai PKS pada kegiatan Flashmob di Terminal 

Makhutoromo dan dilanjutkan konfoi di sekitaran Kecamatan 

Karangpandan. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan terhadap 

tahapan masa Kampanye Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan menyampaikan imbauan sebagai berikut:  

a) Tidak menyertakan pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam 

kampanye (semisal: Anak-anak, ASN, Perangkat Desa, TNI/Polri).  

b) Tidak melakukan blackcampaign, politik identitas, dan sara, 

c) Menjaga ketertiban berlalu lintas saat berkonfoi  
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Tindak Lanjut:  

Setelah mendapatkan imbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan, pelaksana kampanye partai PKS menindaklanjuti apa 

yang dihimbaukan.  

r. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan Pemilu 

 Kampanye Partai Buruh di Makuthoromo Karangpandan 

Pada Hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 

WIB, akan dilaksanakan kampanye Rapat Umum Partai Buruh dengan 

rute melewati Kecamatan Karangpandan. Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan menghimbau agar dalam acara konvoi tersebut tidak 

mengikutsertakan anak-anak di bawah umur, dan pihak-pihak lainnya 

yang dilarang. Selanjutnya juga menghimbau agar tidak melakukan 

blackcampaign, politik identitas, dan sara, serta mematuhi dan menjaga 

ketertiban umum. 

Tindak Lanjut:  

Setelah mendapat himbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan, Pelaksana Kampanye Partai Buruh menindaklanjutinya. 

s. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan Pemilu 

Kampanye PKS di Makuthoromo Karangpandan 

Pada Hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 

WIB, akan dilaksanakan kampanye Rapat Umum Partai PKS dengan 

rute melewati Kecamatan Karangpandan. Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan berkoordinasi dengan polsek menghimbau agar dalam 

acara konvoi tersebut tidak mengikutsertakan anak-anak di bawah umur, 

dan pihak-pihak lainnya yang dilarang. Selanjutnya juga menghimbau 

agar tidak melakukan blackcampaign, politik identitas, dan sara, serta 

mematuhi dan menjaga ketertiban umum. 

Tindak Lanjut:  

Setelah mendapat himbauan dari Panwaslu Kecamatan Karangpandan, 

Pelaksana Kampanye Partai PKS menindaklanjutinya. 
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t. Pencegahan terhadap potensi kerawanan pada tahapan Pemilu 

Kampanye Partai Golkar di RM Jimbaran 

Pada Hari Kamis, 8 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Selesai, akan 

dilaksanakan kegiatan caleg Partai Golkar (Silahturahmi bersama 

Tomas) bertempat di RM. Jimbaran, Karangpandan. Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan berkoordinasi dengan polsek menghimbau 

agar dalam acara anak-anak di bawah umur, dan pihak-pihak lainnya 

yang dilarang. Selanjutnya juga menghimbau agar tidak melakukan 

blackcampaign, politik identitas, dan sara, serta mematuhi dan menjaga 

ketertiban umum.  

Tindak Lanjut:  

Setelah mendapat himbauan dari Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan, Pelaksana Kampanye Partai Golkar menindaklanjutinya. 
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BAB IV  

KERJA PENGAWASAN 

 

A. TAHAPAN VERFAK 

Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pecalonan Perseorangan 

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Surat 

Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi dan Verifikasi 

Faktual. KPU Kabupaten Karanganyar telah mengumumkan dimulainya 

tahapan Verifikasi Faktual syarat Dukungan minimal Bakal Calon DPD yang 

akan berlangsung pada 6-26 Februaru 2023, Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan bersama dengan PKD se Kecamatan Karangpandan melakukan 

pengawasan dalam bentuk melekat terhadap prinsip proporsional dan 

profesional Bakal Calon Anggota DPD. 

Adapun hasil pengawasan syarat dukungan minimal bakal calon anggota DPD 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan vervak pada tanggal 17 Februari 2023 dilaksanakan di rumah 

Bp. Sumaryo dengan alamat Janganan Rt. 01 Rw. 02 Desa Bangsri 

Kecamatan Karangpandan dengan metode dikumpulkan. Kegiatan 

tersebut adalah verfak syarat dukungan minimal Bakal calon Anggota 

DPD atas nama MUHDI. Tim verifikator berasal dari KPU diantaranya 

Muhammad Maksum, Ini Ketut Artiningsih, Sri Winardi, Sri Untari dam 

Suparno, dan dibantu oleh PPS Desa setempat. Dari sampel sejumlah 17 

orang diseluruh Kecamatan Karangpandan yang hadir hanya 9 orang dan 

kesemuanya menyatakan dukungan terhadap bakal calon atas nama 

tersebut. 

2. Kegiatan Verfak dilanjutkan dengan metode door to door untuk bakal 

calon Anggota DPD atas nama Casyitha Arriwi Kathmandu dengan 

sampel 15 orang di kecamatan Karangpandan. Vervak dimulai dari desa 

Bangsri sebanyak 2 orang sampel. Karena persebaran sampel yang 

komplek maka dari Panwaslu Kecamatan dibagi menjadi 3 kelompok 

yang berjalan terpisah dibantu masing-masing PPS masing-masing desa. 

Kelompok 1 bertanggung jawab atas 4 sampel yang tersebar di Desa 
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Tohkuning, Gondangmanis, dan Harjosari. Kelompok 2 bertanggung 

jawab atas 5 orang sampel yang tersebar di Desa Ngemplak, Doplang, dan 

Karangpandan. Dan kelompok 3 bertanggung jawab atas 4 sampel yang 

tersebar di desa Salam, Gerdu, dan Karang.  

Selain Verfak dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD, Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan bersama PKD se Kecamatan Karangpandan juga 

melakukan Verfak Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 

yang dilakukan oleh PPS. Dari hasil Verfak yang dilakukan PPS di 

Kecamatan Karangpandan kebanyakan sampling yang di verfak tidak dapat 

ditemui keberadaannya. 

 

B. TAHAPAN COKLIT 

Pada tahapan coklit Panwaslu Kecamatan Karangpandan bersama PKD se 

Kecamatan Karangpandan untuk melakukan uji petik, hal ini dilakukan untuk 

memastikan apakah petugas Coklit telah melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Dari pelaksanaan uji petik ditemukan ada 

petugas coklit yang tidak menempelkan stiker coklit. Karena kejadian tersebut 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan menyampaikan Saran Perbaikan kepada 

PPK dengan nomor Surat 030/HM.00.02/K.JT-11-10/03/2023 tertanggal 9 

Maret 2023. Tindak lanjut yang dilakukan PPK adalah membalas saran 

perbaikan tersebut dengan menanggapi surat himbauan teresebut pada tanggal 

13 Maret 2023 dengan Nomor Surat 012/PL.01.2-SD/3313.08/III/2023 yang 

isinya PPK beserta jajarannya telah melaksanakan perbaikan da monitoring 

menyeluruh sesuai saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Karangpandan. 

Pada hari Jum’at tanggal 17 Maret 2023 Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, PKD Desa Karangpandan, 

PPK Kecamatan Karangpandan, PPS Desa Karangpandan dan Pantarlih 

melakukan uji petik tindak lanjut saran perbaikan pada TPS 15 Desa 

Karangpandan. Sampling dilakukan dengan mendatangi beberapa rumah 

warga dan ditemukan bahwa masih ada stiker coklit yang belum tertempel. 

Uji petik berikutnya dilanjutkan ke TPS 9 Di Desa Tohkuning. 

Khususnya di Dusun Robyong Rt. 03, 04 RW. 06 terkait saran perbaikan yang 
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dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Karangpandan. Dari beberapa uji petik 

ditemukan bahwa saat coklit, pantarlih hanya memberikan stiker tetapi tidak 

memberikan tanda terima coklit kepada pihak yang dicoklit. 

Dari kedua kejadian tersebut Panwaslu Kecamatan Karangpandan 

melakukan rapat pleno untuk melayangkan surat Rekomendasi kepada PPK 

Kecamatan Karangpandan. Dengan nomor surat : 038/HM.00.02/K.JT-11-

10/03/2023Tindak lanjut PPK Karangpandan sesuai dengan surat Balasan 

dengan nomor: 014/PL.01.2.SD/3313.08/2023 

   

C. TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH 

Tahapan pemutahiran data pemilih dilakukan oleh PPK dan PPS baik dari 

DPSHP awal sampai terbentuknya DPT.  Pada tanggal 4 Juni 2023 Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan melakukan pengawasan penetapan DPSHP 

perbaikan tingkat kecamatan. Kegiatan ini dilakukan di RM Telaga Pandan 

Desa Dayu Kecamatan Karangpandan. 

Dari pengawasan ini terdapat kejadian khusus yang mana di desa Karang 

terdapat perbaikan data pemilih sejumlah 740. Oleh karena itu Panwaslu 

Kecamatan Karangpandan menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. PPK 

melalui divisi Rendatin menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena untuk 

pemilih pindah TPS sudah tidak ada, maka hanya bisa dimasukkan ke dalam 

perbaikan data pemilih. 

 

D. TAHAPAN KAMPANYE DAN MASA TENANG 

Tahapan kampanye pemilu 2024 di mulai pada tanggal 27 November 

2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 (75 hari). Di Kecamatan 

Karangpandan sendiri setidaknya ada sekitar 15 kegiatan kampanye yang di 

awasi oleh Panwaslu Kecamatan Karangpandan secara langsung, maupun 

dengan melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Kegiatan-kegiatan 

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.1 Kegiatan Pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan 

No Waktu Tempat 
Metode 

Kampanye 
Jenis/ Partai 

1 9/12/2023 Terminal Karangpandan Kegiatan Lainnya HUT PSI 

2 15/12/2023 Kelurahan Harjosari Kegiatan Lainnya Legislatif 

(PDIP) 

3 16/12/2023 Gedung Kel Doplang Pertemuan 

Terbatas 

Legislatif 

(Gerindra) 

4 17/12/2023 Gedung Mantep Kegiatan Lainnya Legislatif 

(PDIP) 

5 17/12/2023 GOR Keprabon Tatap Muka Legislatif 

(PDIP) 

6 17/12/2023 Ponpes Nurul Ummah Pertemuan 

Terbatas 

DPD 

7 20/12/2023 RM. Kembang Deso Pertemuan 

Terbatas 

Legislatif 

(Demokrat) 

8 24/12/2023 Gedung PKK Doplang Tatap Muka Legislatif 

(PDIP) 

9 10/01/2024 Tangkilan Bangsri Tatap Muka Legislatif 

(PDIP) 

10 21/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Terminal Makuthoromo Pembagian Bahan 

Kampanye 

Capres dan 

Cawapres 01 

11 25/01/2024 Sekiteran Doplang Tatap Muka Legislatif 

(PDIP) 

12 27/01/2024 Terminal Makuthomo Pembagian Bahan 

Kampanye 

Capres dan 

Cawapres 01 

13 4/02/2023 Wilayah Kec. Karangpandan Rapat Umum Partai Buruh 

14 5/02/2024 Wilayah Kec. Karangpandan Rapat Umum Partai PKS 

15 8/02/2024 RM. Jimbaran Kegiatan Lainnya Legislatif 

(Golkar) 
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E. TAHAPAN TUNGSURA 

Tahapan Tungsura adalah tahapan puncak dalam Proses Pemilu, tahapan 

ini tentu sangat rentan terhadap terjadinya kecurangan. Karena sangat rentan 

maka perlu pengawasan yang seksama, agar tidak terjadi kecurangan pada 

tahapan tersebut. 

Tahapan ini dilakukan di TPS kemudian bergeser pada Rekapitulasi 

tingkat Desa, kemudian Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan dilanjutkan ke 

tingkat Kabupaten. setelah tingkat Kabupaten selesai, maka proses 

pengawalan rekapitulasi penghitungan suara akan berganti menjadi ranah 

dari Bawaslu Kabupaten. 

Kecamatan Karangpandan memiliki Jumlah DPT untuk Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 33.536 pemilih terdiri dari 16.435 

pemilih Laki-laki dan 17.101 pemilih Perempuan. Jumlah Pengguna Hak 

Pilih Dalam DPT sebanyak 29.815 Pemilih terdiri dari 14.303 pemilih Laki-

laki dan 15.512 pemilih Perempuan. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb 

sebanyak 588 Pemilih terdiri dari 314 pemilih Laki-laki dan 274 pemilih 

Perempuan. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak 168 Pemilih 

terdiri dari 92 pemilih Laki- laki dan 76 pemilih Perempuan. Jumlah surat 

suara yang diterima sebanyak 34.176 surat suara setiap jenis pemilu dengan 

ketentuan yaitu jumlah ketersediaan surat suara di TPS sebanyak jumlah DPT 

ditambah 2% dari jumlah DPT. Yang digunakan sejumlah 30.571 Sedang 

surat suara rusak/salah coblos sejumlah 17 dan surat suara yang 

dikembalikan sejumlah 3.588 

Jumlah DPT pada Kecamatan Karangpandan Untuk DPR RI sebanyak 

33.536 pemilih terdiri dari 16.435 pemilih Laki-laki dan 17.101 pemilih 

Perempuan. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak 29.814 

Pemilih terdiri dari 14.302 pemilih Laki-laki dan 15.512 pemilih 

Perempuan. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak 251 Pemilih 

terdiri dari 108 pemilih Laki-laki dan 143 pemilih Perempuan. Jumlah 

Pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak 168 Pemilih terdiri dari 92 

pemilih Laki-laki dan 76 pemilih Perempuan. Jumlah surat suara yang 

diterima sebanyak 34.295 surat suara setiap jenis pemilu dengan ketentuan 
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yaitu jumlah ketersediaan surat suara di TPS sebanyak jumlah DPT ditambah 

2% dari jumlah DPT. Yang digunakan sejumlah 30.233 Sedang surat suara 

rusak/salah coblos sejumlah 33 dan surat suara yang dikembalikan sejumlah 

4.029. 

Jumlah DPT pada Kecamatan Karangpandan Untuk Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) sebanyak 33.536 pemilih terdiri dari 16.435 pemilih Laki-laki 

dan 17.101 pemilih Perempuan. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 

sebanyak 29.814 Pemilih terdiri dari 14.302 pemilih Laki-laki dan 15.512 

pemilih Perempuan. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak 351 

Pemilih terdiri dari 163 pemilih Laki-laki dan 168 pemilih Perempuan. 

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak 168 Pemilih terdiri dari 92 

pemilih Laki- laki dan 76 pemilih Perempuan. Jumlah surat suara yang 

diterima sebanyak 34.316 surat suara setiap jenis pemilu dengan ketentuan 

yaitu jumlah ketersediaan surat suara di TPS sebanyak jumlah DPT ditambah 

2% dari jumlah DPT. Yang digunakan sejumlah 30.333 Sedang surat suara 

rusak/salah coblos sejumlah 10 dan surat suara yang dikembalikan sejumlah 

3.973. 

Jumlah DPT pada Kecamatan Karangpandan Untuk Pemilihan DPRD 

Provinsi sebanyak 33.536 pemilih terdiri dari 16.435 pemilih Laki-laki dan 

17.101 pemilih Perempuan. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 

sebanyak 29.814 Pemilih terdiri dari 14.302 pemilih Laki- laki dan 15.512 

pemilih Perempuan. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak 251 

Pemilih terdiri dari 108 pemilih Laki-laki dan 143 pemilih Perempuan. 

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak 168 Pemilih terdiri dari 92 

pemilih Laki-laki dan 76 pemilih Perempuan. Jumlah surat suara yang 

diterima sebanyak 34.252 surat suara setiap jenis pemilu dengan ketentuan 

yaitu jumlah ketersediaan surat suara di TPS sebanyak jumlah DPT ditambah 

2% dari jumlah DPT. Yang digunakan sejumlah 30.233 Sedang surat suara 

rusak/salah coblos sejumlah 33 dan surat suara yang dikembalikan sejumlah 

4.004. 

Jumlah DPT pada Kecamatan Karangpandan Untuk Pemilihan DPRD 

Kabupaten sebanyak 33.536 pemilih terdiri dari 16.435 pemilih Laki-laki dan 
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17.101 pemilih Perempuan. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT 

sebanyak 29.814 Pemilih terdiri dari 14.302 pemilih Laki- laki dan 15.512 

pemilih Perempuan. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPTb sebanyak 251 

Pemilih terdiri dari 108 pemilih Laki-laki dan 143 pemilih Perempuan. 

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPK sebanyak 168 Pemilih terdiri dari 92 

pemilih Laki-laki dan 76 pemilih Perempuan. Jumlah surat suara yang 

diterima sebanyak 34.186 surat suara setiap jenis pemilu dengan ketentuan 

yaitu jumlah ketersediaan surat suara di TPS sebanyak jumlah DPT ditambah 

2% dari jumlah DPT. Yang digunakan sejumlah 30.221 Sedang surat suara 

rusak/salah coblos sejumlah 33 dan surat suara yang dikembalikan sejumlah 

3.934. 

Hasil penghitungan suara Berdasarkan jenis pemilu : 

1. Presiden dan Wakil Presiden (terlampir) 

2. DPR RI (Terlampir) 

3. DPD (terlampir) 

4. DPR Provinsi (terlampir) 

5. DPR Kabupaten (terlampir) 

 

 

Sedangkan Kejadian/peristiwa unik dan menarik yang terjadi di 

kecamatan Karangpandan diantaranya: 

1. Pada saat vervak calon anggota DPD maupun Parpol peserta pemilu 

terdapat kejadian khusus yaitu bahwa nama-nama yang diverfak 

kebanyakan tidak merasa mendukung (tidak mengetahui apa-apa) 

terhadap anggota DPD yang dimaksud. 

2. Saat Coklit ada kejadian petugas coklit tidak melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan prosedur. Sehingga Panwaslu Kecamatan Karangpandan 

melayangkan surat Rekomendasi kepada PPK terkait hal tersebut. 

3. Saat masa kampanye ternyata ada pimpinan parpol yang masih ragu 

untuk melakukan kampanye padahal sudah membuat STTP  

4. Saat rekapitulasi banyak kesalahan penjumlahan yang terjadi di salinan 

C hasil maupun dari C hasil. 
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BAB V  

KERJA PENANGANAN PELANGGARAN 

 

A. TEMUAN 

Selama tahapan pemilu 2024, yang dimulai pada Bulan November 2022 

sampai dengan Bulan April 2024, ada satu kasus penanganan pelanggaran yang 

ditangani. Kasus penanganan pelanggaran tersebut berasal dari temuan. Kronologi 

kasus temuan dengan Nomor 001/TM/PL/Kec.KARANGPANDAN/ 

14.17/III/2023, adalah sebagai berikut:  

“ Temuan 1, pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 09.15, kami 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan, PKD Desa Karangpandan, PPK 

Karangpandan, Bawaslu Karanganyar, PPS Desa Karangpandan, dan Pantarlih 

melakukan pengecekan tindak lanjut saran perbaikan terkait tindak lanjut 

saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Karangpandan 

pada tanggal 9 Maret 2023 kepada PPK Karangpandan. Pada saat klarifikasi 

lapangan, tepatnya di rumah Sarmin, Rudhi W, Budi Agung, dan Sugino, di 

temukan bahwa benar ada beberapa rumah di TPS 15 Dusun Sawahan, Rt 06, 

Rw 03, Desa karangpandan tidak ditempel stiker coklit. Padahal masa coklit 

telah berakhir pada tanggal 14 Maret 2023.  

 

Temuan 2, hari jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 10.30, kami melanjutkan 

pengecekan saran perbaikan di Desa Tohkuning, khususnya di Dusun 

Robyong, Rt 03 dan 04, Rw 06 terkait tindak lanjut saran perbaikan yang 

disampaikan PKD Tohkuning kepada Pantarlih TPS 9 pada tanggal 13 Maret 

2023. Dari sampel beberapa rumah, Sri Winingsih dan Mujono Sunarti di RT 

03, dan Sardi Ngatmi dan Cipto Giman di RT 04, ditemukan bahwa pada saat 

coklit, pantarlih hanya memberikan stiker tetapi tidak memberikan bukti tanda 

terima coklit kepada pihak yang di coklit. ” 

 

Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Karangpandan melaksanakan 

mekanisme penanganan pelanggaran terhadap Laporan Hasil Pengawasan 

dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 

001/TM/PL/Kec. KARANGPANDAN/14.17/III/2023 dan Kajian Dugaan 

Pelanggaran Nomor: 001/TM/PL/Kec.KARANGPANDAN/14.17/III/2023. 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan merekomendasikan kepada PPK 

Karangpandan untuk menindaklanjuti temuan tersebut, anatara lain:  

1. Kepada Pantarlih TPS 15 Desa Karangpandan untuk menempelkan 

formulir model A-Stiker Coklit dengan izin dari kepala keluarga atau 

penghuni rumah. 
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2. Kepada Pantarlih TPS 9 Desa Tohkuning untuk menyampaikan formulir 

model-A Tanda Bukti Terdaftar kepada kepada setiap kepala keluarga 

yang telah dilakukan coklit. 

 

  

  

Gambar 5.1. Dokumentasi 17 Maret 2023 

 

B. PENERTIBAN APK 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan melaksanakan penertiban APK 

melanggar sebanyak 2 kali, yakni pada saat sebelum dimulai nya masa 

kampanye dan berakhirnya masa kampanye (sebelum dilaksanakannya 

pemungutan suara). 

Pada penertiban APK pertama yang dilaksanakan pada tanggal 15 

November 2023, Panwaslu Kecamatan Karangpandan berhasil mengeksekusi 

APK melanggar antara lain: Spanduk (4 buah), Baliho (16 buah), dan Romtek 

(29 buah) dengan total keseluruhan 49 buah. Kegiatan ini dilakukan dalam 

rangka menertibkan APK melanggar sebelum dilaksanakannya tahapan masa 

kampanye. 
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Gambar 5.2. Penertiban APK 15 November 2023 

 

Pada penertiban APK kedua yang dilaksankan pada tanggal 11-12 

Februari 2024, Panwaslu Kecamatan Karangpandan mengeksekusi APK 

melanggar sebanyak antara lain: Spanduk (198 buah), Baliho (570 buah), 

Romtek (1616 buah), Bendera (842 buah), Umbul-umbul (14 buah), dengan 

total keseluruhan 3240 buah. Kegiatan ini  dilakukan dalam rangka 

menertibkan APK melanggar di masa tenang, sebelum dilakukannya 

pemungutan suara yang mana APK harus bersih atau tidak ada APK 

terpasang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Penertiban APK 11-12 Februari 2024 
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BAB VI 

KERJA PENYELESAIAN SENGKETA 

 

Dalam hal penyelesaian sengketa, selama masa kerja Panwaslu Kecamatan 

Karangpadan kurang lebih 18 bulan, tidak ada kasus sengketa yang di tangani oleh 

Panwaslu Kecamatan Karangpandan. Panwaslu Kecamatan Karangpandan hanya 

membuat  video simulasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dibuat 

serentak untuk setiap kecamatan seluruh Kabupaten Karanganyar. 
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BAB VII 

EVALUASI 

 

1. Dalam setiap kegiatan pengawasan tahapan Pemilu 2024 sering di temukan 

kurang pastinya alat kerja pengawasan atau pengiriman alat kerja pengawasan 

yang cenderung mendadak, yang mempengaruhi proses pengawasan. Selain 

itu kepastian form alat kerja yang di gunakan pun juga terkadang masih abu-

abu, hingga terjadi pergantian alat kerja yang sering terjadi membuat 

Panwascam kesulitan untuk mengarsipkan data yang tepat. 

2. Adanya peraturan atau keputusan baru yang seringkali di keluarkan sesaat 

sebelum tahapan, sehingga penguasaan dan pemahaman terkait aturan tersebut 

kurang mendalam. 

3. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan pemasangan APK untuk peserta 

pemilu sehingga banyak di temui pemasangan APK yang melanggar 

peraturan. 

4. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai terkait pihak-pihak yang berwenang 

untuk penertiban APK yang melanggar. 

5. Perbedaan penafsiran antara jajaran KPU dan Jajaran Bawaslu tentang 

regulasi, baik terkait penertiban APK maupun regulasi pada saat mutungsura. 

6. Dari Pemilu ke Pemilu banyak Saksi dari peserta Pemilu yang tidak 

kompeten. 

7. Banyak KPPS yang tidak memahami regulasi proses mutungsura, sehingga 

menyebabkan terkendalanya proses mutungsura.  
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BAB VIII 

REKOMENDASI 

 

1. Perlu adanya kepastian tentang alat kerja yang di gunakan serta sosialisasi 

yang jelas dan tepat agar tidak mempengaruhi hasil dari pengawasan, serta 

adanya kelonggaran waktu/ penentuan pengiriman alat kerja dan laporan yang 

memiliki waktu yang cukup agar dalam pengerjaan laporan tidak terkesan 

mendadak. 

2. Perlu adanya penyesuaian waktu antara keluarnya suatu peraturan atau 

keputusan dengan tahapan yang akan berlangsung, sehingga aturan tersebut 

dapat di pahami dengan baik. 

3. Agar KPU lebih mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan tentang aturan-

aturan terkait pemasangan APK kepada peserta pemilu, sehingga pelanggaran 

terkait pemasangan APK dapat di minimalisir. 

4. Perlu adanya aturan yang jelas mengenai pihak-pihak yang berwenang dalam 

penertiban APK yang melanggar, serta sanksi yang akan di berikan, sehingga 

tidak ada pihak yang merasa terbebani. 

5. Perlu adanya persamaan sudut padang dalam mengartikan sebuah peraturan 

baik dari jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu sehingga tidak menyebabkan 

benturan dijajaran grassroad. 

6. Peserta Pemilu hendaknya mempersiapkan saksi-saksinya secara serius dan 

jangan asal-asalan, karena yang sering terjadi saksi-saksi hanya 

mementingkan dapat bayaran, sedangkan apa yang terjadi saat proses 

penghitungan/rekapitulasi penghitungan suara tidak begitu diperhatikan. 

7. PPS/KPPS hendaknya juga harus memepelajari regulasi, sehingga saat terjadi 

permasalahan di TPS tidak kebingungan, apalagi sampai salah dalam 

mengambil keputusan. 
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BAB IX 

KESIMPULAN 

 

Demikianlah laporan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum 2024 

Kecamatan Karangpandan selama periode tahun 2024, dari laporan di atas dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Adanya peraturan atau keputusan baru yang seringkali di keluarkan sesaat 

sebelum tahapan, sehingga penguasaan dan pemahaman terkait aturan tersebut 

kurang mendalam. 

2. Sosialisasi tentang peraturan pemilu yang tidak merata, baik kepada peserta 

pemilu, penyelenggara, maupun pemilih sehingga banyak terjadi pelanggaran 

atau miskomunikasi. 

3. Pelaporan hasil pengawasan yang begitu cepat dan batasan waktu yang 

terbatas membuat kurang maksimalnya data hasil pengawasan yang di 

kirimkan ke Bawaslu Kabupaten/Kota. 

4. Adanya perbedaan saat menafsirkan regulasi misal tentang penertiban APK 

(siapa yang berhak melepas) dan juga saat proses Mutungsura. 

5. Masih banyaknya saksi peserta Pemilu yang “asal dapat amplop”. 

6. Masih banyak PPS/KPPS yang tidak memahami regulasi terkait mutungsura. 

Dari kesimpulan di atas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa hal yang 

perlu untuk di perbaiki guna meningkatkan hasil pengawasan yang akan datang 

namun secara garis besar kegiatan Pengawasan oleh Panwascam Karangpandan 

dengan lancar dan terpantau dengan baik melalui kerjasama antara Panwascam 

Karangpandan dengan Pihak Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Talun, 

serta hubungan yang baik dengan PPK Karangpandan menjadikan keselarasan 

dalam pengawasan tanpa adanya gesekan yang memperumit proses pengawasan. 

 Selain itu peran dan fungsi pengawas Kelurahan/Desa juga sangat 

menentukan kelancaran dalam proses pengawasan, mengingat kondisi geografis 

kecamatan Karangpandan yang cukup luas dan terdiri dari pedesaan yang sebagian 

lokasinya berada di plosok tentunya diperlukan Pengawas lokal yang memahami 

kondisi tersebut untuk selanjutnya dapat menindaklanjuti setiap hasil pengawasan 

kepada pihak kecamatan,  
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BAB X 

PENUTUP 

 

Demikian laporan ini kami buat, sebagai salah satu wujud 

pertanggungjawaban di akhir masa jabatan kami sebagai Panwaslu Kecamatan 

Karangpandan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat 

selama proses Pemilu 2024, serta pihak yang memberikan bantuan dan dukungan 

guna penyelesaian laporan ini.  

Kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari laporan ini 

karena adanya keterbatasan pada kami. Oleh karena itu, segala saran dan kritik 

yang bersifat membangun sangat kami harapkan dan laporan ini dapat memberi 

manfaat bagi semua yang membacanya. 
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LAMPIRAN 
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LAMPIRAN 

DAFTAR NAMA PENDAFTAR CALON ANGGOTA PANWASLU 
KELURAHAN/DESA YANG MENGIKUTI SELEKSI ADMINISTRASI 

 
NOMOR JENIS KELAMIN

PENDAFTARAN (L/P)

1 01/POKJAPKD-10/01/2023 SALAMUN, S.Sos L

2 02/POKJAPKD-10/01/2023 CAHYO PUTHUT PURNOMO L

3 03/POKJAPKD-10/01/2023 MAHARDIKA VIKI DEWANGGA L

4 04/POKJAPKD-10/01/2023 TRIYATMI P

5 05/POKJAPKD-10/01/2023 AYUNG WIRATRI, S.H P

6 06/POKJAPKD-10/01/2023 ADE NURINDAH SARI P

7 07/POKJAPKD-10/01/2023 ERWAN FEBRIANTO L

8 08/POKJAPKD-10/01/2023 TIANA P

9 09/POKJAPKD-10/01/2023 WIKA NASIROH P

10 10/POKJAPKD-10/01/2023 RIA ASTIYANINGSIH P

11 11/POKJAPKD-10/01/2023 NANIK TRI PURWANTI P

12 12/POKJAPKD-10/01/2023 VINA KHARISMA PUTRI, S.I.Kom P

13 13/POKJAPKD-10/01/2023 HANIF DWI SUPARYATMO L

14 14/POKJAPKD-10/01/2023 PUTRI WULANDARI MUTIARA P

15 15/POKJAPKD-10/01/2023 SULISTIO ADI PUTRANTO L

16 16/POKJAPKD-10/01/2023 DARWANTO L

17 17/POKJAPKD-10/01/2023 ARIMBA AWANG TEGAR L

18 18/POKJAPKD-10/01/2023 RIZKY OKTVIAN L

19 19/POKJAPKD-10/01/2023 SRI WAHYUNI P

20 20/POKJAPKD-10/01/2023 OKTAVIA PEBRIAWATI P

21 21/POKJAPKD-10/01/2023 NUR UTAMI INSANA DEWI P

22 22/POKJAPKD-10/01/2023 SASHA WINDYATAMA P

23 23/POKJAPKD-10/01/2023 SAMSUL HADI L

24 24/POKJAPKD-10/01/2023 RINI PRIYATI P

25 25/POKJAPKD-10/01/2023 DEVINTYA JELANG RAMADHANI P

26 26/POKJAPKD-10/01/2023 MURTI PUJI RAHAYU P

27 27/POKJAPKD-10/01/2023 ZEIN FATIKHA DAMAYANTI P

28 28/POKJAPKD-10/01/2023 ETY NURHIDAYATI P

29 29/POKJAPKD-10/01/2023 SUPRIYADI L

30 30/POKJAPKD-10/01/2023 ULIFIA THURINA P

31 31/POKJAPKD-10/01/2023 EDI SUYATNO L

32 32/POKJAPKD-10/01/2023 SURATMAN L

33 33/POKJAPKD-10/01/2023 JOKO SUPRIYANTO L

34 34/POKJAPKD-10/01/2023 SULARDI L

35 35/POKJAPKD-10/01/2023 YENI KURNIAWAN L

36 36/POKJAPKD-10/01/2023 ARIKA PUTRI WIDYAWATI P

37 37/POKJAPKD-10/01/2023 FAJAR ANDRIANA, SE L

38 38/POKJAPKD-10/01/2023 SIGIT YOGATAMA L

39 39/POKJAPKD-10/01/2023 DIMAS YULI HARIYANTO L

40 40/POKJAPKD-10/01/2023 RIKI KUKUH PRAETYA L

41 41/POKJAPKD-10/01/2023 PRAYITNO L

42 42/POKJAPKD-10/01/2023 LINDA NURMALASARI P

NO NAMA CALON
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LAMPIRAN DAFTAR HADIR PESERTA TES WAWANCARA PKD 

NOMOR JENIS KELAMIN MELAMAR UNTUK 

PENDAFTARAN (L/P) DESA

1 03/POKJAPKD-10/01/2023 MAHARDIKA VIKI DEWANGGA L BANGSRI

2 10/POKJAPKD-10/01/2023 RIA ASTIYANINGSIH P BANGSRI

3 11/POKJAPKD-10/01/2023 NANIK TRI PURWANTI P BANGSRI

4 37/POKJAPKD-10/01/2023 FAJAR ANDRIANA, SE L BANGSRI

5 23/POKJAPKD-10/01/2023 SAMSUL HADI L NGEMPLAK

6 36/POKJAPKD-10/01/2023 ARIKA PUTRI WIDYAWATI P NGEMPLAK

7 42/POKJAPKD-10/01/2023 LINDA NURMALASARI P NGEMPLAK

8 26/POKJAPKD-10/01/2023 MURTI PUJI RAHAYU P DOPLANG

9 33/POKJAPKD-10/01/2023 JOKO SUPRIYANTO L DOPLANG

10 34/POKJAPKD-10/01/2023 SULARDI L DOPLANG

11 02/POKJAPKD-10/01/2023 CAHYO PUTHUT PURNOMO L KARANGPANDAN

12 16/POKJAPKD-10/01/2023 DARWANTO L KARANGPANDAN

13 20/POKJAPKD-10/01/2023 OKTAVIA PEBRIAWATI P KARANGPANDAN

14 30/POKJAPKD-10/01/2023 ULIFIA THURINA P KARANGPANDAN

15 01/POKJAPKD-10/01/2023 SALAMUN, S.Sos L SALAM

16 15/POKJAPKD-10/01/2023 SULISTIO ADI PUTRANTO L SALAM

17 17/POKJAPKD-10/01/2023 ARIMBA AWANG TEGAR L SALAM

18 41/POKJAPKD-10/01/2023 PRAYITNO L SALAM

19 07/POKJAPKD-10/01/2023 ERWAN FEBRIANTO L GERDU

20 08/POKJAPKD-10/01/2023 TIANA P GERDU

21 24/POKJAPKD-10/01/2023 RINI PRIYATI P GERDU

22 28/POKJAPKD-10/01/2023 ETY NURHIDAYATI P GERDU

23 06/POKJAPKD-10/01/2023 ADE NURINDAH SARI P KARANG

24 09/POKJAPKD-10/01/2023 WIKA NASIROH P KARANG

25 12/POKJAPKD-10/01/2023 VINA KHARISMA PUTRI, S.I.Kom P KARANG

NO NAMA CALON

 

26 38/POKJAPKD-10/01/2023 SIGIT YOGATAMA L KARANG

27 04/POKJAPKD-10/01/2023 TRIYATMI P GONDANGMANIS

28 13/POKJAPKD-10/01/2023 HANIF DWI SUPARYATMO L GONDANGMANIS

29 14/POKJAPKD-10/01/2023 PUTRI WULANDARI MUTIARA P DAYU

30 19/POKJAPKD-10/01/2023 SRI WAHYUNI P DAYU

31 32/POKJAPKD-10/01/2023 SURATMAN L DAYU

32 18/POKJAPKD-10/01/2023 RIZKY OKTVIAN L HARJOSARI

33 25/POKJAPKD-10/01/2023 DEVINTYA JELANG RAMADHANI P HARJOSARI

34 27/POKJAPKD-10/01/2023 ZEIN FATIKHA DAMAYANTI P HARJOSARI

35 29/POKJAPKD-10/01/2023 SUPRIYADI L HARJOSARI

36 31/POKJAPKD-10/01/2023 EDI SUYATNO L HARJOSARI

37 05/POKJAPKD-10/01/2023 AYUNG WIRATRI, S.H P TOHKUNING

38 39/POKJAPKD-10/01/2023 DIMAS YULI HARIYANTO L TOHKUNING

39 40/POKJAPKD-10/01/2023 RIKI KUKUH PRASETYA L TOHKUNING  
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LAMPIRAN PTPS TERLANTIK 
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LAMPIRAN D HASIL 

D HASIL PEMILIHAN PRESIDEN 
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D HASIL PEMILIHAN DPD 
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D HASIL PEMILIHAN DPR RI 
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D HASIL PEMILIHAN DPR PROVINSI  

 



65 

 



66 

 

 

 



67 

 

D HASIL PEMILIHAN DPR KABUPATEN 
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DOKUMENTASI SUPERVISI PKD 
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DOKUMENTASI PENGAWASAN MASA KAMPANYE 
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DOKUMENTASI UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN DAN KOORDINASI 

DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT 
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DOKUMENTASI RAKOR RUTIN PKD 

 

 



74 

 

DOKUMENTASI REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI 

TINGKAT KECAMATAN KARANGPANDAN 
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DOKUMENTASI PELANTIKAN PKD DAN PTPS KECAMATAN 

KARANGPANDAN 

 

 


